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KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

SEKOLAH MENE

Nomor: 421.3/ £C9 - Disdik/2009
TENTANG

IJIN PENDIKIAN

NGAH PERTAMA (SMP) ISLAM TERPADU ANUGRAH INSANI
ATAS NAMA YAYASAN ANUGRAH INSANI

JALAN RAYA PEMDA BOJONG DEPOK BARU Ill KELURAHAN KARADENAN
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KECAMATAN CIBINONG
KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

a.
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bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan
pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan ijin
pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Islam Terpadu
Anugrah Insani yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Bojong Depok
Baru [l Kelurahan Karadenan Kecamatan  Cibinong
Kabupaten Bogor; ~

bahwa berdasarkan pertimbangan  sebagaimana  dimaksud
dalam huruf a, periu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Pendidikan tentang ljin Pendirian Sekolah Menengah Pertama
(SMP) Islam Terpadu Anugrah Insani atas nama Yayasan Anugrah
insani yang berlokasi di Jalan Raya Pemda Bojong Depok Baru ||
Kelurahan Karadenan Kecamatan Cibinong Kabupaten Bogor;.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8 );

Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3390 );

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik “Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

~Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan ...



